BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Monitoring Pengelolaan

Pantai Prangtritis Kabupaten Batul Tahun 2015, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Dinas Parawisata Kabupaten Bantul dalam melakukan monitoring tidak
memiliki SOP yang pasti karena otoritas kewenangan dalam
pengelolaan Pantai Parangtritis belum dibentuk mengakibatkan
kurangnya koordinasi dalam mengembangkan dan membangun
bangunan fisik serta yang lainnya. Selain itu, tujuan monitoring yang
dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk
pengelolaan Pantai Parangtritis belum terspesifiasi secara jelas dan rinci
dan hasil yang dicapai pun belum seutuhnya dimiliki datanya oleh
Dinas. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang melakukan monitoring
adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di bidang SODTW
dengan menerima laporan dari penjaga pantai Parangtritis seminggu
sekali kemudian ditindak lanjuti. Dalam artian menggunakan sistem
bottom up. Selain itu dengan cara pemantauan langsung ke Pantali
Parangtritis secara berkala dari Bidang SODTW dan dibantu oleh pihak

UPK yang turut memonitoring pengelolaan pantai.

. Tetapi, format monitoring kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPK juga

tidak mempunyai format yang jelas, UPK hanya melaporkan dengan
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memberikan surat permohonan maupun surat tentang kegiatan kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya, pada perencanaan
monitoring yang dilakukan oleh Dinas yaitu “pemeliharan fasilitas” dan
“atraksi wisata”, dalam upaya pengembangan fasilitas dan menraik
wisatawan dengan mengadakan sarana kegiatan kebudayaan di daerah
pantai parangtritis. Dari hasil monitoring dana yang digunakan untuk
beberapa program destinasi wisata sangat besar yaitu sebesar
Rp.1.304.650.000 per tahun.Salah satu indikator yaitu untuk memuaskan
pengunjung adalah dengan adanya tempat-tempat sampah yang tersedia
disekitar pantai. Serta adanya Gardu Action yang merupakan salah satu
wahana baru di Pantai Parangtritis. Gardu Action tersebut pengelola
sampah menjadi sebuah kreasi seni yang artistik. Pantai Parangtritis juga
menyumbangkan retribusi  parkir bagi warga sekitar dengan
menyerahkan pengelolaan parkir tersebut dikelola oleh warga sekitar
Pantai Parangtritis bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sedangkan salah satu indikator pengambatnya adalah terbatasnya
administrasi perkantoran seperti komputer/laptop, printer, dan jaringan
Unit Pelayanan Kegiatan, tidak adanya fasilitas tersebut tentu saja

mengalami kesulitan dalam melaporkan kegiatan setiap bulannya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan sebagai

berikut :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul perlu membuat
perencanaan yang matang sesuai dengan aturan yang menjadi landasan
hukumnya serta membuat SOP pelaksanaan monitoring, Khususnya
dalam hal pengelolaan Pantai Parangtritis.

2. Pelaksanaa monitoring pengelolaan Pantai Parangtritis pelu dibuat
format secara baku.

3. Perlunya mengetahui input, output, outcome, benefit, dan impact dalam
pembuatan suatu program dan kegiatan.

4. Penyampaian laporan monitoring perlu ditetapkan secara berkala agar
dapat dilihat sejauh mana kemajuan yang dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu.

5. Pelu adanya data korban meninggal di pantai dan data retribusi masuk.
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